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ABSTRAK

Kebijaksanasn Deregulasi vang ditetapkan dzlam Peraturan Pemerneah no. 20
tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka
Penanaman Modal Asing, adalah suatu kebijaksanaan Pemerintah yang sangat berani
dan liberal. Hal ini mengundang tanggapan-tenggapan yang kontroversial dari beberapa
pihak. Ini disebabkan kekhawatiran mereka terhadap dampak vang akan ditimbulkan
dengan keluarmya Peraturan Pemerntah tersebut dan adanya kesangsian terhadap
keabsahan eksistensinya secara yuridis normatif

Pemikiran yang melatarbelakang dibentuknyva PP no. 20 tahun 1994 terlihat
semata-mata hanya di dasarkan atas pertimbangan skonomi vaitu suatu usaha untuk
mempercepat peningkatan perekonomian nesional dalam pelaksanaan pembangunan
Melalui ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam PP no. 20 tahun 1994 1,
pemenintah menciptakan kondisi yang kondusif bagi investor asing untuk menanamkan
madalnya di Indonesia, sehingga Indonesia bisa kompetitif dengan negara-negara lain

sepertt Cina dan Vietnam,
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Dalam pembentukan PP no. 20 tahun 1994 tersebut, pemerintah kurang
memperhatikan aspek hukum. Pemerintzh lupa bahwa peraturan  pemerintah it
merupakan alat atau sarana vang digunakan untuk mencapai mjuan atau sasaran dan
kebijaksanaan yang diambil vaire untuk meningkatkan perekonomian castional. Ditimpau
dan dimensi hukum, PP no. 20 thun 1994 j mempunyal kelemahan dilihat dar ses
kekuatan hukumnya baik secara formal maupun secara material, Sebagal negara vang
menganut konsep negara vang berdasarkan atas hukum, pemeriniah berdasarkan sistem
wonsttus:, maka dalam pembentukan peramuran perundang-undangan tidak bisa terlepas
darl konsep tersebut disamping memperhatikan teor dan asas-asas pembentukan
peraturan perundang-undangan secara vuridis teortis,

Dan hasil penelitian dan pembahasan terhadap PP no 20 tahun 1994 dan
terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait ternvata ketentuan vang
ditetapkan dalam PP no 20 tahun 1994 tersebut, tidak mencerminkan jiwa yang
terkandung dalam pasal 33 UUD 1945, tidak semata-mata mempakan ataun berfungsi
sebagai aturan pelaksanaan dari UU no | tahun 1967, bertentangan dengan UL no 11
tahun 1966 dan terjadinva perubahan pengaturan terhadap masalah vang sama yang
telah ditetapkan dalam Undang-Undang yane bersangkutan.

Tika memang kondisi sebagaimana yang ditetapkan dalam PP no 20 tahun 1994
i yvang diluksanakan, dengan pertimbangan kondisi perekanomian nasional dan umek

menyantisipasi dampak globalisasi, secara yuridis jalan kelvarnva adalah bahwa




pemenntah harus meninjau keberadaan beberapa peraturan perundang-undangan yang

berlaku sebagai hukum positf




BAB I

PENDAHULTUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasekl abad ke 21 vang bertepatan dengan dilaksanakannva Pembanounan
JTangka Panjang Tahap [0 Indonesia menghadapm  berbagai tantangan Pemama,
tantangan vang herasal dari dalam negen vakmi bemipa keterbatasan dar sisi
permadalan, sumber dava manusia dan teknolog Sementara tarzet pembangunan harus
depat terpenuhi seperti investasi dan pertumbuban ekonomi, Kedua, tantangan yang
berasal dar luar, dimana perekonomian duma akan semakin bersifar global, Persaingan
mengist pangsa pasar dunia akan semakin tajam, jumiah medal yang tersedia semakin
langka, sedangkan dilain pihak negari-negara yang memerlukan modal asng semakin
bamyak.

Indonesia  sebagal pecara yane sedang  berkembang dan  melaksanakan
pembangunan disepala bidang, semenjak tahun 1985 mengalami masalah sehubungan
dengan sumber dana untk memblayal pelzksanaan pembangunan tersebut. Hal i
disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, merosotnya harga komoditi ekspor utama
Indonesia dipasaran Internasional vakni minyak dan sas bumi Kedua, kewajiban
pembayaran cicilan hutang luar negerl dan bunga vane cukup tinggt.

Disamping kondisi perekonomian nasional vang demikian kondisi perekonemian

dunia Internasional juga ikut mempengarubi, dengan terjadinya perubahan strubmur




BAR V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan terhadap hasil penelitian mengena Peraturan Pemenntah no 20
ahun 1994 ini dibag atas 3 bawian
4 Pembahasan secara umum yaitu pembahasan techadap PP oo 20 fahun 1994 dinmau
dari konsep Pembangunan Nasional di bidang ckonomi dan hukum.
3 Pembabasan terhadap PP no 20 tabun 1994 dalam kaitanmva dengan peraturan
perundang-undangan vang terkait vang lebih tinggi.

(. Pembahasan terhadap peraturan pelaksanaan dan PP no 20 tahon 1594

A Peraturan Pemerintah no 20 tahun 1994 ditinjan Dari Konsep Pembangunasn
Masional di Bidang Ekonomi dan Hukum
PP no 20 twhun 1994 adalah peraturan perundang-undangan di bidang
ekonomi Latar belakang pemikiran dibentuknys Peraturan Pemerintah tersebut adalah
dalam rangka upaya uniuk meningkatkan perekonomian nasional melalul Penanaman

MWodal Asing
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

]
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Peraran Pemerintah no 20 tahun 1994 rentang Pemilikan Saham Dalam
PerusahsanYang Didinkan Dalam Rangks Penanaman Modal asing  dapat
dikategornkan sebagal Hulkum Ekonomi, karena PPeraturan tersebut berorientasi

kepada kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.

Dalam pelaksanaan kegratan-kegiatan di bidang ckonomi pengaturanmya tidak
hanva mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam Hukum Perdata dan Hukum
Dagang tetapi hubmum publik juga mempunvai peranan yang menentukan terutama
Hukum Admimstrasi Negara. Kebijaksanaan deregulasi vang dikeluarkan pada

umumnyamenyangkut hukum publik.

Hukum dan ¢konom merupakan dua sistem san suatu sistem kemasyarakatan
vang saling benmiegras: satu sama lain, karena keterlambatan pelaksanaan
pembaniunan di bidang hukum dibandingkan dengan pembangunan di bidang

ekonome akibatnya dirasakan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi iu
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sendiri dan tidak jarang timbul masalah-masalah di bidang ekonomi karena

mengzbakan aspek hukum.

PP no 20 tahun 1994 adgiah suatg terobosan dalam bidang Hukum ckonom,

untik memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan-kegistan di bidang
ekanomi sehubunian dengan penanaman modal asing. Berdasarkan ketenman UL
vang sudah ditetapkan, Indonesia tidak akan bisa menank investor asing
menanarmkan modaloya vang lebih besar di Indonesia karena banvaknya bidang-
bidang usaha yang temutup untuk penanaman asing tersebut Sekarang bidang-
hidananga usaha vang tertutup yang menguasal hajat hidup rakyat banyak telah

hisa dilaksanakan dengan menggunakan mayoritas modal asing,

PP no 20 tahun 1994 tidak sinkron dengan beberapa peraturan perundang-
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undangan vang lebih tinggi bahkan ada yang berrentangan, Secara yundis PP no
20 tahun 1994 perlu ditinjaw kembali, atau kalau keadaan yang demikian harus
dilaksanakan, ke-bijaksanaan deregulasi tersebut jangan diterapkan dalam bentuk

Peraturan  Peme-rintah,

B. Saran
| Pemerintah meningkatkan pelaksanaan pembangunan di bidang hukum sehingga

bisa mengimbang pelaksanaan di bidang ekonom,
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